
BUPAT工BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

pERATURAN Bu払TI BOLAANG MONGONDow u恥RA

NOMOR 3工船HUN 202o

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DIS量PLIN DAN PENEGAKAN HUKUM

PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN CORONA l〃蹄US DISEASE 20 19

DENGAN RAHMAT TU壇AN YANG MAHA ESA

BupATI BOLAANG MONGONDOw u船RA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentu紬　diktum

KEDUA angka 6重ns壮uksi打esiden Nomor 6 Tahun

2020　tentang Peningkat紬　Disiplin dan Penegakan

Hukum Hotokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan

Pengendalian Coroれα　陸棚s　励sease　2019,撃erlu

menetapkan Peraturan Bupati tent紬g Penerapan

Disiplin dan Penegakan Hukum打otokol Kesehat紬

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Comma

VI.�8ﾈ�VV�6R�#��堂

Men8ingat 1･ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 ten屯ng

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik　工ndonesia Tahun　2007　Nomor 12,

Tambahan Lemb紬an Negara Republik Indonesia

Nomor 4686);

2･ Undang-Und紬g Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2009　Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

3. Undang-Undang. ‥
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3. Undang-Undang Nomor 23　Tahun　2014 tentang

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor　9　Tahun　2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor　23　Tahun　2014　tentang Peme正ntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2015　Nomor　58, Tambahan Lembaran

Negara Republik重ndonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2018　tentang

Kekarantinaan Kesehatan　(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2018　Nomor 128,

Tambah紬　Lembaran Negara Republik工ndonesia

Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM

PROTOKOL KES EHATAN S EBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA v族rひs

D捌SE 2019.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal紬Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bol-g Mongondow utara.

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

3. Corona V萄�2�F�6V4ﾇ6X��#�������誡�6Vﾆ�讒WF逍�

disebut COVID-19 ad瓢ah penya貼t menular yang

disebabkan oleh Set/ere Acute Respjraきo7り

Sgndro肌e-Coγoれa V軌ts-20｣ 9;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa也

dan Dewan Perwa虹Ian Rakyat Daerah dalam

penyelenggara紬　urusan pemehntahan yang

me可adi kewenangan Daerah.

5. Setiap Orang adalah orang perseor孤gan.

6. Pengelola ‥.
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6･ Pengelola, penyelen幾組a atau penan籠ung ｣awab

tempat dan fasilitas umum kegiatan adalah orang

p正badi atau badan usaha sebagai penyelen籠ara

kegiatan.

7･ Surat Ketetapan Denda Adminis廿a寄f yang

sela可utnya disingkat SKDA adalah surat

keputusan yang menentukan besamya ni血denda

administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap

orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik

kendaraan mobil penumpang d紬pemilik sepeda

motor atas pelanggaran ketentuan protoko重

kesehatan yang disetor ke kas daerah.

8･ Sanksi Administra償adalah sanksi yang dikenakan

terhadap pelanggaran administrasi atau ketentu狐

peraturan yang bersiぬt administratif berdasarkan

Peraturan Bupati ini.

9･ Forum K○○rdinasi　軸mpinan di Daerah y紬g

sela可u血ya disebut Forkopimda adalah　めrum

yan g d igu n akan u n tu k membahas

penyelenggaraan urusan pemerint血an umum.

10･ K〔車a sosial adalah kegiatan melakuk紬sesuatu

untuk kepentingan masy紬akat, antara lam

membersihkan sarana fasilitas umum ,

memberikan sumbangan kepada masyarakat y紬g

kurang m劃pu, dan kegiatan lainnya yang

bermanぬat bagi masyarakat.

BAB 1宣

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini ad瓢ah:

a. pelaksanaan;

b. monitohng dan evaluasi;

c. sanksi;

d･ sosialisasi dan pa正isipasi; dan

e. pendanaan.

BAB1工賞.…

¥



-　4　葛

BAB Ill

pE払KSANAAN

Bagian Kesatu

Su助ek Pengatur紬

Pasal 3

(1) Subjek pengaturan dal紬Peraturan Bupa寄ini

meliputi :

a･ perseorangan;

b. pelaku usaha; dan

c･ pengelola, penyelen籠ara) atau penan籠ung

｣awab tempat danぬsilitas umum.

(2) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a melakukan:

a･ me皿akai mas女er;

b･ mencuci tangan;

c･ me垂agajarak; dan

d. menghinda正kerumunan.

(3) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, dan huruf c bertan務ung ｣awab menyiapkan

s紬ana, prasarana terka王t penerapan penggunaan

masker, cuci tangan, me叫aga jarak, menghindah

kerumunan bagi karyawan dan pengung]ung yang

datang.

Bagian Kedua

Kewaj ib an

Pasal年

(1) Setiap Orang wajib:

a･ men籠unakan　粗at pelindung did berupa

masker yang menutupi hidung din　mulut

hingga dagu, jika hams keluar rumah a屯u

be正nteraksi deng紬　orang lain yang tidak

diketahui status kesehatannya;

b･ mencuci tangan secara teratur menggunak紬

sabun dengan air mengalir;

c･ membatasi interaksi揖sik; dan/atau

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan

menerapkan pe正1aku hidup bersih dan sehat.

(2〉　Setiap　-.
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(2〉 Se心ap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara,

atau pen紬鏡叩ng ｣awab tempat clan　ぬsilitas

umum:

a･ melakukan sosialisasi, edukasi mengenai

pencegahan dan pengendalian COVID- 19;

b･ penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun

yang mudah diakses dan memenuhi standar

atau penyediaan cairan pembersih tangan

(加rid saれj彪eI) ;

c･ me量akukan upaya identi鱒kasi (penapisan) dan

pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang

ak狐beraktivitas di lingkungan ke宣ja;

d･ melakukan pengaturan ｣aga jarak;

e､ pembe丁sihan dan disinねksiユingkungan sec甜負

berk瓢a ;

f･ penegakan kedisiplinan pada pe正laku

masyarakat yang be五siko dalam penul紬an dan

te轟ulamya COV重D- 19; dan

g･ぬsilitasi deteksi dini d瓢劃penanganan kasus

untuk mengantisipasi penyebaran COVID- 1 9.

(3) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan

melalui media infb皿asi.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi:

a･ perkantoran/tempat keヰa, usaha, dan indust正;

b･ sekolah/institusi pendidikan lainnya;

c. tempat ibadah;

d･ stasiun, teminal, dan pelabuhan;

e.債ansportasi umum;

f･ toko, pasar modem dan pasar tradisional;

筈. apotek dan tok○ ○bat;

h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

i. pedagang . -

¥
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i･ pedagang kaki lima/lapak淘anan;

j･ perhotelan/penginapan la血yang s匂enis;

k. tempat wisata;

1･ぬsilitas pelayanan kesehatan;

m･ area publik, tempat la土nnya yang dapat

memung虹nkan adanya kemmunan massa; din

n･ tempat clan　ぬsilitas umum yang harus

memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan pemndang-

undangan.

BAB IV

MON重TOR重NG DAN BVALUAS工

Pasal 6

Bupa仕melalui Perangkat Daerah terkait melakukan

monit〇五ng dan evaluasi pel争ksanaan Peraturan

Bupati ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melan幾組ketentuan Pas瓢4

ayat ( i) dikenakan s紬ksi administra心f berupa:

a･ tegu｢an ljsan;

b. teguran tertulis;

c･ ke重ja sosial p粗ing lama 2 (dua) jam; dan/atau

d･ denda administra仕f p血ing sed亜t Rp25･000,00

(dua puluh lima hbu rupiah) dan paling banyak

Rploo･000,00 (seratus hbu rupiah);

(2) Setiap .‥
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(2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelengg紬a,

atau penanggung ｣aⅥrab tempat dan患silitas umum

y紬g mel紬gg紬　ketentu紬　Pasal　4　ayat (2)

dikenakan sanksi administra寄f bempa:

a･ teguran lisan;

b･ teguran te巾ulis;

c･ denda adminis血a蘭　　paling banyak

Rp1 ･000･000,00 (satu juta rupiah);

d. pen8hendan sementan operasional usaha; dan/atau

e. pencabutan izin usaha.

Pasal 8

(i) Penerapan sanksi adminis慣a寄手　sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Per紬gkat

Daerah terkait.

(2) Perangkat daerah dalam melaksanakan penerap紬

sanksi sebaga王mana dimaksud dalam Pasal　7

berk○○rdinasi dengan Forkopimda, ketua gugus

tugas daerah, dan Forkopimda tingkat kecamatan.

Pasal 9

(1) Pengenaan denda administra亀f sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal

7 ayat (2) huruf c setelah dilakukan penerbitan

SKDA berdasarkan buk心　pelan籠aran din

dibe正kan kepada pelan繋ar･

(2) Pengenaan denda administratif sebaga王mana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

tunai atau nontunai.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

(4) Penyetoran denda adminis廿a也f ke kas Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-und紬gan.

BABVI .…
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BAB VI

SOS工ALISASI DAN PART工SIPASI

Pas瓢10

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan peme五ntahan bidang

kesehat劃　untuk melakukan sosialisasi terkait

inめ調asi / edukasi cara pencegah紬　　d紬

pengendalian COVID- 1 9 kepada masyarakat.

(2) D血am pelaks紬aan sosialisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah

melibatkan Forkopimda.

(3) Selain Forkopimda,　pelaksanaan sosi瓢isasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan

pa轟isipasi :

a･ masyarakat;

b. pemuka agama;

c. tokoh adat;

d. tokoh masyarakat;

e･ tim penggerak PKK (TP-PKK〉;

f. organisasi masyarakat; dan

g･ unsur terkait lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pas瓢11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaks紬akan

Peraturan Bupati ini dibebank紬pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b･ sumber lain yang sah dan tidak men豆宣斌t sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIエI . …

¥
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg血

diund狐gkan.

Ag紬　setiap orang mengetahuinya, meme正ntahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Behta Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

E:dpaA諾8:JN:諾霊o#u°TARA, ¥

DEPRI PONTOH

器霊龍難｡


